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BUPATI SIMEULUE

QANUN KABUPATEN SIMEULUE
NOMOR: 16 TAHUN 2002
TENTANG

RETRIBUSI HASIL BUMI DAN INDUSTRI YANG DIKIRIM KELUAR DAERAH

Menimbang

Mengingat

BISMILLAHHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHUWATA'ALA

L

BUPATI SIMEULUE

bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia nomor 66 tentang Retribusi Daerah, maka Retribusi Hasil Burni
dan Industri yang di Kiim Keluar Daerah merupakan jenis Retribusi

Kabupaten yang perlu pengaturannya;
bahwa untuk maksud di atas perlu menetapkan dalam suatu Qanun.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provsinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956

Nomor 64 tambahan Lembaran Ne%ﬁi‘Nomor 1103);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian

Sengketa Pajak;

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3685 );
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan

Surat Paksa;

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3839);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Repuhlik
Indonesia Nomor : 3851);

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 176 Tambahan Lembaran Negara Republik -
Indonesia Nomor 3897);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi
Provinsi Daerah Istimewa Acech scbagai Provinsi Nanggroe Acch
Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Norhor
114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4134);



Menetapkan

9. Poraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;

10, Keputsan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 fentang Bentuk
Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan; »

11, Doraturan menterd Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik

Pegawai Nogert Sipil ditingkungan Pemin tah Dacrah

Dengan Persetijuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Simeulue

MEMUTUSKAN

¢ QANUN KABUPATEN SIMEULUE TENTANG RETRIBUSI HASIL
BUMI DAN INDUSTRI YANG DIKIRIM KELUAR DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

a. Dacrah adalah Kabupaten Simeulue;

b. Pemerintah Dacrah adalah Bupati beserta perangkat dacrah Kabupaten
Simeulue;

¢. Bupati adalah Bupati Kabupaten Simeulue;

d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kabupaten Simeulue

e. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten
Simeulue;

f. Retribusi Hasil Bumi dan Industri yang selanjutnya discbut Retribusi
adalah Pungutan Daerah atas Pengiriman Hasil Bumi dan Industri yang
dikirim keluar Daerah;

g. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perscroan
terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainya, badan usaha milik
negara atau daerah dengan nama dan benftuk apapun, persekutuan,
perkumpulan firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang
sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan
usaha lainnya;

h. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut
peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan
pembayaran retribusi Daerah;

i Masa Reiribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan
batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk mendirikan bangunan.

j- Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat
disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi
untuk melaporkan Objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar
perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terhutang menurut
peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;

k. Surat Kefetapan Retribusi Dacrah yang sclanjutnya disingkat SKRD,
adalah Surat Ketetapan yang menentukan besamya jumlah Retribusi
yang terhutang;

l. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang
selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang
menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan;

m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat
disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah
kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih
besar dari pada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang;
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(1) Dengan
pengiriman

utnya dapat disingkat

Surat Tagihan Retribusi Dacrah, yang selanj
u sanksi

STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan ata
administrasi berupa bunga dan atau denda;
Surat Keputusan Keberatan adalah surat
terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan,
SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi; '
Pemeriksaan  adalah  scrangkaian  kegiatan  untuk  mencar,
mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam
rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah
berdasarkan peraturan Perundang-undangan retribusi Dacrah;

Penyidik Pogawai Negeri Sipil sclanjutnyan disingkat PPNS adalah
Pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintahan Dacrah
yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan
penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan retribusi
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun
1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Penyidikan tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian
tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang
selanjutnya disebut penyidik, guna mencari serta mengumpulkan bukti
yang dengan bukfi ifu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi
Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

keputusan atas keberatan
SKRDKBT dan

BABII
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

nama Retribusi hasil bumi dan industri retribusi dipungut atas setiap kegiatan
hasil bumi dan industri yang dibawa keluar Daerah;

(2) Objek Retribusi adalah kegiatan pengiriman hasil bumi dan industri yang dibawa keluar

Daerah;
(3) Jenis Hasil Bumi dan Industri yang dikirim keluar Dacrah Sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) melipufi :

A. Hasil Perkebunan :

Cengkeh
Kelapa

Kakao/Coklat

Pala
Biji Pinang
Karet

Minyak Makan
Ampas Kelapa
Minyak Serai
Minyak Cengkeh
Gagang Cengkeh
Buah Melinjo

Kopra
Bunga Pala
Emping
Gula Aren

Minyak Nilan

Biji Kopi
Sagu

Arang Tempurung
Kelapa Sawit

Kulit Manis
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B. HASIL LAUT:
Udang Lobster
Rumput Laut
Ikan Hidup
Ikan Mati
Lolak/Tutok
Tripang
Minyak Hati Tkan Hiu
Ikan Asin
Kepiting

Sirip Ikan Hiu
Kipas-Kipas
Udang Windu
Kura-Kura
Telor Penyu
Mutiara

C. Hasil Hutan :
* Rotan
= Kulit Kayu
* Kayu Logs
=  Kayu Olahan
*  Damar
= Kayu Bakau
* Burung-Burung
* Sarang Burung Walet
® Madu

Bambu

D. Hasil Peternakan :
= Ayam/Ttik
* Kambing, Lembu, Kerbau

E. Lain-lain yang tidak tersebut diatas,
Pasal 3

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan Yang mengirim hasil bumi dan industri yang
dikirim keluar Daerah;

BAB IIT
STRUKTUR DAN BESAR TARIF RETRIBUSI

Pasal 4

(1) Tarif ditetapkan seragam untuk setiap pengiriman hasil bumi dan industri yang dikirim keluar
Daerah,

(2) Besamya Tarif Retribusi ditetapkan
- Hasil Perkebunan 3%

- Hasil Laut 5%
= Hasil Hutan :
a. Hutan Alam :10%

b. Hutan Tanaman 3%
- Hasil Peternakan 5 %



BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal §

Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah Dacrah tempat pelayanan diberikan.

BABY
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 6

(1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPORD.

(2) SPORD scbagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap
serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.

(3) Bentuk isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPORD schagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB VI
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 7

(1) Berdasarkan SPORD scbagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) ditetapkan retribusi
terhutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula
belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terhutang maka

dikeluarkan SKRDKBT;

(3) Bentuk isi, serta tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan oleh Bupati.

BAB VII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 8

(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan,

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan
SKRDKBT.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 9
Dalam hal ini Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar,

dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua) persen sctiap bulan dari retribusi yang
terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
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BAB IX
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 10

(1) Pembayaran Retribusi yang terhutang harus dilunasi sckaligus

(2) Refribusi yang fterhutang dilunasi sclambat-lambatnya 15 (lima belas) hari scjak
diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.

(3) Tata cara pembayaran, penyctoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan keputusan
Bupati.

BAB X
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 11

(1) Pengeluaran Surat Teguran / peringatan / surat lain yang scjenis scbagai awal tindakan
pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sctelah tanggal scjak jatuh
tempo pembayaran;

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran / peringatan / surat lain yang
sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang;

(3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan olch pejabat yang ditunjuk .

BAB XI
KEBERATAN

Pasal 12

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk
atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan—alasan yang
jelas.

(3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, Wajib Retribusi
harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.

(4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD
atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila
Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi
karena keadaan diluar kekuasaannya

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3)
tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.

(6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan
penagihan retribusi.

Pasal 13

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan scjak tanggal surat keberatan diterima
harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan;

(2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima scluruhnya atau sebagian, menolak
atau menambah besarnya retribusi yang terhutang,

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak
memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.




BAB XII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 14

(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan
pengembalian kepada Bupati;

(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan scjak diterimanya pcfmohqmn
kelebihan pembayaran retribusi scbagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan
keputusan; .

(3) Apabila dalam jangka waktu scbagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati
tidak memberikan suatu keputusan permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap
dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;

(4) Apabila Wajib Retibusi mempunyai hutang lainnya, kelebihan pembayaran retribusi
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua)
bulan scjak diterbitkannya SKRDLB,

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dalam jangka waktu paling lama (2) dva bulan scjak diterbitkannya SKRDLB.

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu
2 (dua) bulan, Bupati memberi imbalan bunga scbesar 2 % (dua persen) scbulan atas
keterlambatan pembayaran retribusi,

Pasal 15

(1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan tertulis kepada Bupati
dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
a. nama dan alamat Wajib Retribusi
b. masa retribusi
¢. besamnya kelebihan pembayaran
d. alasan yang singkat dan jelas

(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau
melalui pos tercatat.

(3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Dacrah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti
saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 16

(1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar
kelebihan retribusi;

(2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan retribusi lain, sebagaimana
dimaksud dalam pasal 20 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan
bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 17
(1) Bupati .dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
(2) Pemberian Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib Retribusi;
(3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.
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BAB XIV
KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 18

Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa sctelah melampui jangka waktu 3
(tiga) tahun terhitung sejak terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan
tindak pidana dibidang retribusi;

Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
a. Diterbitkan surat teguran; atau _
b. Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak

langsung,

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya schingga merugikan keuangan Daerah
diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat)
Kali jumlah retribusi terhutang;

Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI
PENYIDIKAN

Pasal 20

Pejabat Pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang
khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan
Daerah atau Retribusi Daerah;

Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ;

a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan
dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut
menjadi lengkap dan jelas;

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan
tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi
Daerah;

¢. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan
tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan
tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan
dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f Mcnﬁntabanhmntcmgaahﬁdalammgkapehksanaanpenyidikanﬁndakpidana
dibidang Retribusi Daerah;

g8 Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan fuangan atau tempat pada
saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa indentitas orang atau dokumen yang
dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

h. Memotret sescorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Dacrah;

i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau



.
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). Menghentikan penyidikan,
L Melakukan tindakan lain yang perha untubk Kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang

Retribusd Dacrah menunit hubum yang dapat dipertanggng jawabban

(3) Penyiik schagaimana dimakend pada ayat (1) memberitabuban dimulainya penyidikan dan
menyampakan hasil penyidikan hepada Penumtut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur
dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 1lukum Acara Pldana

BADXVI
KETENTUAN PENUTUP

I'asal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenal pelakaanaan akan diatur lebih
lanjut dengan Keputusan Dupati.

IPasal 22
Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar sctiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan
penempatan dalam | embaran Dacrah Kabupaten Simeulue

DISAHKAN DI : SINABANG
PADA TANGGAL ¢ 28 FEBRUARI 2002 M
15 ZULHUJAH 1422 H

DIUNDANGKAN DI : SINABANG
PADA TANGGAL : 11 MARET 2002
An. BUPATI SIMEULUE

.:!fPlI. &MWMIL Y

Pembina/Nip.010 073 156

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIMEULUE
TAHUN 2002 NOMOR: 16 SERI B NOMOR 16
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